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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 

 

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 

1998. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

   Alif ا

 ba’ B Be ب

 ta' T Te ت

 sa' Ś s (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 ha’ ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal ẓ zet (dengan titik diatas) ذ

 ra' R Er ر

 Z Z Zet ز

 S S Es س

 Sy Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik dibawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 T ṭ te (dengan titik dibawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘  koma terbalik (diatas)‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 M M Em م



 

vi 
 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Nun N En ن

 Waw W We و

 ha’ Ha Ha ه

 hamzah ~ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

II. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. 

Contoh :  nazzala =  نزل

 bihinna =  بهنّ 

III. Vokal Pendek 

Fathah (o`_ ) ditulis a, kasrah (o_ ) ditilis I, dan dammah (o _ ) ditulis u. 

IV. Vokal Panjang 

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, 

masing-masing dengan tanda penghubung (~ ) diatasnya.  

Contoh :  

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا  ditulisfala. 

 2. Kasrah + ya’ mati ditulis I seperti :تفصيل, ditulis tafsil. 

3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول ,ditulisusul. 

V. Vokal Rangkap 

1. Fathah + ya’ mati ditulis ai الزهيلي ditulis az-Zuhaili 

2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis ad-Daulah 
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VI. Ta’ Marbuthah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang 

sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan 

sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya. 

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: الهداية بداية  

ditulis bidayah al-hidayah. 

VII. Hamzah 

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang 

mengiringinya, seperti أن ditulis anna. 

2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,( , ) 

seperti شيئ ditulis syai,un. 

3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai 

dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis raba’ib. 

4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing 

apostrof ( , ) seperti تاخذون ditulis ta’khuzuna. 

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis al-Baqarah. 

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ‘I’ diganti denganhuruf syamsiyah 

yang bersangkutan, seperti النساء ditulis an-Nisa’. 

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat 

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya,  

seperti : -ditulis ahlu as  السنة أهل ditulis zawi al-furud atau    ذويالْفرُُوض

sunnah. 
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MOTTO 

 

لهِِنْٓ وَفىِٓ  ا ئلِِٓ حَق ٓ  أهَْىََٰ  وَٱلْوَحْرُومِٓ لِّلسَّ

 

“ Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan 

orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. Adz-Dzariyat : 19) 

"Bukanlah seorang mukmin (yang sejati) orang yang kenyang sedangkan 

tetangganya lapar." (HR. Al-Bukhari). 

 

"Setiap kepemilikan harta menyimpan hak fakir miskin, dan kepedulian pada 

kaum yang membutuhkan adalah manifestasi keimanan sejati.” 
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ABSTRAK 

 

Ikhwan, M. N. (2026). Analisis Keselarasan Program Distribusi Kekayaan Pada 

Pemerintah Daerah Dan Organisasi Pengelola Zakat Dalam Pengentasan 

Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pekalongan. Tesis Program Studi Magister 

Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan, Pembimbing : (1) Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag (2) Dr. Ali 

Muhtarom, M.H.I 

Kata kunci: distribusi kekayaan, kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah, 

organisasi pengelola zakat, keadilan distributif Islam 

Kabupaten Pekalongan sebagai lokus prioritas nasional dalam pensasaran 

penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) dan juga memiliki program kolaboratif 

yang melibatkan berbagai pihak serta dapat menekan angka kemiskinan esktrem 

cukup signifikan pada tahun 2022-2025 yaitu dari 2,07% menjadi 0,27% .Namun 

penelitian sebelumnya mengungkap ketidaktepatan sasaran dan fragmentasi kajian 

antara program pemerintah daerah dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).   

Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur, orientasi, dan mekanisme 

pensasaran program distribusi kekayaan pemerintah daerah dan OPZ, menilai 

keselarasan keduanya, serta menganalisis poloa distribusi yang terjadi dengan 

keadilan distributif Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain 

studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara terhadap 16 informan dari unsur 

pemerintah daerah, BAZNAS, LAZISMU, LAZISNU, pemerintah desa, dan 

penerima manfaat, serta melalui observasi dan studi dokumentasi. Keabsahan data 

diuji dengan triangulasi sumber dan teknik, analisis dilakukan menggunakan 

model interaktif meliputi kondensasi, penyajian dan penarikan kesimpulan. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa program Pemda dan OPZ masih 

berorientasi kuat pada perlindungan dasar melalui bantuan langsung, sementara 

pemberdayaan ekonomi tersedia namun cakupan dan pendampingannya belum 

merata. Keselarasan program berada pada tahap awal kesamaan tujuan dan 

komunikasi informal sudah terbentuk, tetapi pemadanan data, perencanaan teknis, 

pembagian peran, dan ukuran keberhasilan bersama belum terwujud. Pola 

distribusi menunjukkan pemenuhan kebutuhan dasar sudah dilaksanakan namun 

jembatan menuju sumber penghasilan bermartabat belum terbentuk, sedangkan 

pemerataan distribusi belum tercapai akibat fragmentasi data dan koordinasi.  

Kontribusi penelitian ini adalah memperkaya studi implementasi kajian distribusi 

kekayaan Islam dengan kerangka keadilan distributif Chapra pada tingkat lokal, 

menyediakan kerangka analisis keselarasan program, serta memberikan 

rekomendasi kebijakan berupa penguatan jalur perlindungan ke pemberdayaan, 

pemadanan data, dan pelembagaan koordinasi melalui TKPK untuk mendekatkan 

sistem distribusi pada falah sebagai kesejahteraan holistik. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kemiskinan masih menjadi persoalan struktural di Indonesia yang 

masih belum dapat dituntaskan. Berdasarkan data terkini 23,85 juta 

penduduk atau 8,47 persen hidup di bawah garis kemiskinan, dan 0,85 

persen atau 2,38 juta orang dalam keadaan miskin ekstrem (Badan Pusat 

Statistik, 2025). Pemerintah merespons melalui Instruksi Presiden Nomor 8 

Tahun 2025 yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0 

persen pada 2026 dengan penyempurnaan data penerima manfaat melalui 

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) (Kementerian 

Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI, 2025).  

Kebijakan ini dirumuskan melalui tiga pilar yaitu : 1) menurunkan 

beban pengeluaran; 2) meningkatkan pendapatan dan 3) mengonvergensikan 

program lintas sektor (Bappenas, 2025). Program Keluarga Harapan (PKH) 

menunjukkan capaian positif, meski akurasi penyaluran belum optimal 

akibat tumpang tindih data dan lemahnya koordinasi antar-pemangku 

kepentingan (Husna et al., 2025 Pertiwi et al., 2025). Hal ini menunjukkan 

bahwa pemerintah membuka ruang luas untuk melibatkan berbagai pihak 

untuk turut serta dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem nasional 

termasuk dalam hal ini pada filantropi Islam. 
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Indonesia memiliki potensi filantropi Islam yang besar sebagai 

negara dengan mayoritas masyarakat muslim. Data BAZNAS (2026) 

mencatat potensi zakat mencapai Rp327 triliun, meski baru terealisasi Rp40 

triliun. Pada tahun 2022, BAZNAS melaporkan keberhasilan mengentaskan 

51,76 persen mustahik atau 42.279 jiwa, dengan separuhnya dalam kondisi 

miskin ekstrem (Puskas Baznas, 2024). Disatu sisi ZIS yang disalurkan 

secara produktif terbukti meningkatkan pendapatan mustahik sekaligus 

mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial (Mokodenseho et al., 2024 

Pratama & Zubaidah, 2023). 

Potensi filantropi Islam dalam hal ini ZIS sangat besar sehingga 

menggerakkan pemerintah untuk menerbitkan regulasi kolaborasi 

multipihak yaitu melalu Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang 

optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan 

kemiskinan ekstrem (Presiden Republik Indonesia, 2022). Menurut Gallien 

et al., (2024) zakat menjadi instrumen penting dalam mendukung 

pengentasan kemiskinan pada negara mayoritas muslim dunia yang 

tergabung dalam OKI melalui redistribusi non-negara dan kekuatan 

solidaritas masyarakat. Hal ini didukung oleh hasil penelitian  Effendi et al., 

(2025) di Indonesia yang menemukan bahwa program jaminan sosial 

pemerintah seperti PKH dan BPNT meskipun berdampak positif namun 

seringkali menghadapi masalah keterbatasan distribusi maupun ketepatan 

penerima. Sehingga sinergi jaminan sosial pemerintah dengan ZIS sangat 
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penting untuk meningkatkan program pengentasan kemiskinan nasional 

berbasis solidaritas. 

 Dalam keadilan distribusi Islam Chapra (1992) menekankan bahwa 

kemiskinan merupakan implikasi distribusi yang tidak merata, sehingga 

kesejahteraan hanya tercapai ketika pemenuhan kebutuhan dasar, akses 

penghasilan layak, dan keadilan distributif terwujud. Hal ini diperkuat 

temuan Lekahena et al., (2025) bahwa determinan utama kemiskinan 

nasional adalah ketimpangan antarwilayah Instrumen sosial Islam dan 

belanja sosial negara bersifat komplementer, bukan alternatif (Chapra, 

1992). Pemerintah melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025 secara eksplisit 

mengatur optimalisasi sinergi multi-sektor dan multi-instrumen termasuk 

ZIS.  

Namun studi litertaur terkait ditemukan masih memisahkan kedua 

intrumen ini dalam risetnya. Misalnya, studi efektivitas program pemerintah 

yang dilakukan oleh Pertiwi et al., (2025) dan Ramdani (2024) hanya fokus 

pada bansos, sementara penelitian tentang instrumen Islam Beik et al., 

(2025) dan Herianingrum (2024) menggunakan pendekatan komparatif 

terpisah dan belum mengungkap interaksi empiris keduanya di lapangan. 

Padahal secara regulasi, instrumen belanja sosial pemerintah dan ZIS 

memiliki legitimasi kuat sebagai instrumen distribusi kekayaan kepada 

masyarakat miskin. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam tentang 

proses distribusi empiris belanja sosial negara dan instrumen sosial Islam 

dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. 
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Kabupaten Pekalongan ditetapkan sebagai lokus prioritas nasional 

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui program Pensasaran 

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) (TNP2K, 2022). 

Pemerintah daerah merespons dengan menerapkan metode kolaboratif lintas 

sektor, termasuk bersama Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang disebut 

laboratorium kemiskinan (Wismaningsih et al., 2021). Hasilnya, angka 

kemiskinan turun dari 9,67 persen pada 2022 menjadi 8,05 persen pada 

2025, sementara kemiskinan ekstrem menurun signifikan dari 2,07 persen 

menjadi 0,27 persen (Badan Pusat Statistik, 2026). Capaian ini bersamaan 

implementasi pendekatan kolaboratif dalam penekanan kemiskinan ekstrem. 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1.1.  

 Angka Kemiskinan Kabupaten Pekalongan 

BPS Kabupaten Pekalongan, 2026 

 Pada saat yang sama, potensi zakat di wilayah ini juga cukup besar. 

LAZISMU Kabupaten Pekalongan berhasil menghimpun dana sekitar Rp8 

miliar pada tahun 2022 yang disalurkan melalui program pemberdayaan 

UMKM, petani bangkit, beasiswa pendidikan, dan layanan kesehatan (B. 

Effendi & Nariah, 2023). BAZNAS Kabupaten Pekalongan mencatat 
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penghimpunan dana ZIS mencapai Rp6,2 miliar pada tahun 2023 (Jannah, 

2023), sementara LAZISNU menunjukkan model pemberdayaan berbasis 

kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan perempuan 

(Mufid & Elizabeth, 2025). Hal ini menunjukkan dari sisi OPZ juga aktif 

dalam distribusi untuk meningkatkan perekonomian mustahik. 

Kabupaten Pekalongan melalui Inovasi Laboratorium Kemiskinan 

menerapkan pendekatan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah 

daerah, organisasi pengelola zakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha telah 

diakui secara nasional sebagai TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 

dan menjadi percontohan dan direplikasi oleh bebera daerah lain 

(Wismaningsih, Purnaweni, & Priyadi, 2021). Di balik potensi dan capaian 

tersebut, sejumlah riset yang berlokus di Kabupaten Pekalongan 

mengungkapkan persoalan dalam implementasi program. Aini, (2023) 

menemukan bahwa program Laboratorium Kemiskinan di Desa Kertijayan 

masih mengalami ketidaktepatan sasaran, di mana banyak masyarakat 

miskin tidak diikutsertakan sehingga program harus diulang pada tahun 

berikutnya. Penelitian Ulil Albab (2024) juga mengidentifikasi bahwa 

pelatihan di Balai Latihan Kerja hanya terpusat di satu desa dan tidak 

menjangkau seluruh lokasi prioritas kemiskinan ekstrem. Di sisi OPZ, 

Maroh (2019) mengidentifikasi hambatan pendistribusian dana zakat di 

UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, meliputi keterbatasan 

sumber daya manusia, kondisi geografis, dan keterbatasan dana dan 

personil. 
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Berbagai kajian tentang program pemerintah dan OPZ di atas selama 

ini masih berjalan terfragmentasi dan belum ada yang memetakan secara 

sistematis keterkaitan program antar kedua kanal tersebut. Padahal, 

ketidakhadiran pemetaan tentang keselarasan program berpotensi 

menyebabkan inefisiensi anggaran, duplikasi bantuan pada penerima yang 

sama, serta kesenjangan layanan pada kelompok miskin ekstrem yang tidak 

terjangkau kedua institusi. Oleh karena itu, penelitian tentang keselarasan 

program distribusi kekayaan antara pemerintah daerah dan Organisasi 

Pengelola Zakat menjadi sangat diperlukan untuk memastikan intervensi 

yang lebih optimal dan tepat sasaran dengan dapat saling melengkapi antara 

pemerintah daerah dan OPZ dan berkelanjutan dalam pengentasan 

kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Kabupaten Pekalongan masih memiliki masalah kemiskinan ekstrem 

yang belum dituntaskan meskipun telah menyusun program penanggulangan 

kemiskinan ekstrem secara kolaboratif melibatkan pemerintah daerah dan 

OPZ  yang selaras dengan kebijakan nasional yaitu menguatkan kerjasama 

multipihak. Namun demikian, masih terdapat masalah ketidaktepatan 

sasaran dan keterbatasan dalam pelaksanaan distribusi oleh pemerintah 

daerah maupun OPZ. Ketidakhadiran pemetaan tentang keselarasan 

program berpotensi menyebabkan inefisiensi anggaran, duplikasi bantuan 

pada penerima yang sama, serta kesenjangan layanan pada kelompok miskin 

ekstrem yang tidak terjangkau kedua institusi. Oleh karena itu, penting 
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untuk mengidentifikasi sejauh mana program distribusi yang berjalan 

selaras dengan keadilan distributif Islam meliputi : pemenuhan kebutuhan 

dasar, perluasan akses penghidupan layak, dan pemerataan distribusi 

kekayaan yang berkeadilan . 

1.3. Batasan Penelitian 

Agar penelitian tetap terarah pada tujuan analisis keselarasan program, 

ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut: 

1. Organisasi Pengelola zakat (OPZ) yang dimaksud dalam penelitian ini 

meliputi OPZ dari pemerintah yaitu BAZNAS Kabupaten Pekalongan 

dan OPZ dari masyarakat yaitu LAZISNU dan LAZISMU aktif di 

Kabupaten Pekalongan. 

2. Fokus pada program distribusi yang mencakup perencanaan program, 

mekanisme pensasaran penerima manfaat, bentuk intervensi dan 

evaluasi program dari pemerintah daerah dan OPZ. 

3. Analisis pada program di tingkat operasional bukan pada tata kola 

internal dan struktur kelembagaan. Fokus utama adalah orientasi, 

pensasaran program, serta keterkaitan antar program Pemerintah 

daerah dan OPZ, bukan evaluasi terhadap struktur organisasi atau tata 

kelola internal lembaga. 

4. Identifikasi keselarasan antar program yang dilaksanakan pemerintah 

daerah dan OPZ , tanpa mengukur tingkat efektivitas dan dampak dari 

masing-masing program terhadap penerima manfaat secara langsung. 
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1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat disusun 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana struktur, orientasi dan pensasaran program distribusi 

kekayaan pemerintah daerah dan OPZ dalam pengentasan kemiskinan 

ekstrem di Kabupaten Pekalongan? 

2. Bagaimana keselarasan program distribusi kekayaan yang 

dilaksanakan pemerintah daerah dan OPZ dalam pengentasan 

kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan? 

3. Mengapa program distribusi kekayaan yang dilaksanakan pemerintah 

daerah dan OPZ dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten 

Pekalongan menghasilkan pola distribusi tertentu dari perspektif 

keadilan distributif menurut Islam ? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis struktur, orientasi dan pensasaran program distribusi 

kekayaan pada pemerintah daerah dan OPZ dalam pengentasan 

kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan. 

2. Menganalisis keselarasan program distribusi kekayaan yang 

dilaksanakan pemerintah daerah dan OPZ dalam pengentasan 

kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan. 
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3. Menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pola distribusi 

kekayaan Pemda dan OPZ dalam perspektif keadilan distributif  

menurut Islam yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, akses 

penghidupan layak, dan pemerataan distribusi kekayaan. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini mencakup manfaat teoretis dan praktis, 

sebagai berikut : 

1. Manfaat teoretis 

Penelitian ini memperkaya studi ekonomi Islam tentang pengentasan 

kemiskinan dalam perpekstif distribusi kekayaan yang lakukan oleh 

OPZ dan pemerintah daerah dalam kerangka tujuan ekonomi Islam 

dalam keadilan distributif Islam berdasarkan data temuan empiris di 

Kabupaten Pekalongan. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian memiliki manfaat praktis bagi:  

a. Pemerintah Kabupaten Pekalongan  

Memberikan gambaran proses operasional pendistribusion progam 

serta rekomendasi mengenai pentingnya keselasan program 

dengan OPZ dalam pengentasan kemiskinan ekstrem,  

b. Organisais Pengelola Zakat (OPZ) 

Memberikan gambaran pemetaan evaluasi dan evaluasi program 

bagi OPZ serta untuk dasar penguatan sinergi kelembagaan, . 
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1.7. Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan penelitian ini disusun dalam struktur berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan latar belakang masalah, kesenjangan 

penelitian, rumusan pertanyaan utama, tujuan spesifik, 

batasan ruang lingkup, beserta manfaat praktis maupun 

teoretis untuk memberikan konteks permasalahan. 

 1.1. Latar Belakang 

1.2. Identifikasi Masalah 

1.3. Pembatasan Masalah 

1.4. Rumusan Masalah 

1.5. Tujuan Penelitian 

1.6. Manfaat Penelitian  

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini menguraikan definisi konsep utama, meninjau 

literatur terdahulu yang relevan, menjelaskan kerangka 

berpikir, guna membangun dasar argumentasi ilmiah dalam 

menjawab rumusan masalah  penelitian 

2.1. Grand Theory 

2.2. Middle Theory 

2.3. Konsep Kemiskinan dan Program Distribusi 

2.4. Penelitian Terdahulu 

2.5. Kerangka Berpikir  
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini  menjabarkan penerapan desain kualitatif secara 

teknis. Prosesnya mencakup strategi penentuan informan 

bersama prosedur pengumpulan data hingga tahapan 

analisis tematik. 

3.1. Desain Penelitian 

3.2. Latar Penelitian 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

3.5. Teknik Keabsahan Data 

3.6. Teknik Analisis Data 

3.7. Teknik Simpulan Data   

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

Bab ini menyajikan gambaran umum lokasi penelitian, 

meliputi profil umum wilayah, data kemiskinan daerah, 

kebijakan strategis serta tim koordinasi dalam pengentasan 

kemiskinan di Kabupaten Pekalongan  

BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

Bab ini menyajikan hasil temuan dari yang diperoleh dari 

proses wawancara, observasi dan dokumentasi terkait 

dengan program pengentasan kemiskinan ekstrem pada 

lokasi penelitian. 
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BAB VI PEMBAHASAN 

Bab ini membahas analisis hasil temuan dari perspektif 

teori dan penelitian terdahulu. Pembahasan dilakukan 

dengan menarik benang merah antara data empiris dan teori 

untuk mendapat gambaran utuh dinamika program 

distribusi kekayaan pemerintah daerah dan OPZ dalam 

pengentasan kemiskinan ekstrem .   

BAB VII SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

7.1. Simpulan 

7.2. Implikasi 

7.3. Saran 
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BAB VII  

PENUTUP 

 

7.1. Simpulan 

Penelitian ini menganalisis struktur, orientasi, dan keselarasan 

program pendistribusian kekayaan yang dijalankan Pemerintah daerah  dan 

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam pengentasan kemiskinan ekstrem 

di Kabupaten Pekalongan, serta menganalisis pola distribusi dari perspektif 

Keadilan distributif menurut Islam yang dirumuskan Umer Chapra (1992) 

maka diperoleh tiga simpulan sebagai berikut:  

1. Pemerintah daerah melaksanakan program berdasarkan regulasi dari 

pusat maupun daerah melalui berbagai perangkat daerah, sedangkan 

OPZ menjalankan distribusi melalui BAZNAS, LAZISMU, dan 

LAZISNU. Kedua jalur masih berorientasi kuat pada perlindungan 

dasar melalui bantuan langsung, sementara program pemberdayaan 

ekonomi telah tersedia tetapi cakupan dan pendampingannya masih 

terbatas. Dalam pensasaran, pemerintah daerah menggunakan data 

administratif dan kategori desil kesejahteraan, sedangkan OPZ 

menggunakan kriteria asnaf, proposal, jaringan organisasi, dan 

verifikasi lapangan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedua 

jalur memiliki dasar pensasaran yang berbeda, tetapi berpotensi saling 

melengkapi. 
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2. Keselarasan program pemerintah daerah dan OPZ berada pada tahap 

awal. Kesamaan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin 

dan mendorong kemandirian telah terbentuk, demikian pula komunikasi 

dan praktik rujukan pada tingkat pelaksana. Namun, keselarasan 

tersebut belum berkembang menjadi pemadanan data, perencanaan 

teknis, pembagian peran, dan ukuran keberhasilan bersama. Forum 

koordinasi masih lebih banyak berfungsi sebagai ruang penyampaian 

informasi dan evaluasi, sedangkan pelaksanaan program tetap 

mengikuti mekanisme masing-masing lembaga. Koordinasi operasional 

juga lebih terlihat antara pemerintah daerah dan BAZNAS 

dibandingkan dengan LAZISMU dan LAZISNU. 

3. Dalam kerangka keadilan distributif Islam menurut Umer Chapra, pola 

distribusi yang dihasilkan menunjukkan  pemenuhan kebutuhan dasar 

(Need Fulfillment) telah berjalan kuat namun belum terhubung dengan 

jalur kemandirian; sumber penghasilan bermartabat (Respectable 

Source of Earnings) mulai diarahkan melalui program pemberdayaan 

namun pendampingan terbatas masih menjadi kendala dan pemerataan 

distribusi (Equitable Distribution of Wealth) belum terwujud akibat 

fragmentasi data, verifikasi yang berjalan sendiri-sendiri, dan 

koordinasi yang belum melembaga. Pola ini berakar pada lemahnya 

internalisasi nilai dalam tataran kelembagaan dimana tauhid yang 

menuntut pengelolaan sumber daya sebagai amanah kolektif, khilafah 

yang menuntut produktivitas dan tanggung jawab sosial, serta 'adalah 
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yang menuntut keadilan distributif. Akibatnya, falah sebagai 

kesejahteraan holistik yang mencakup kecukupan materi, kemandirian, 

keadilan, dan martabat belum dapat diwujdukan karena ketiga tujuan 

keadilan distributif Islam belum terintegrasi secara sistemik. 

Dari tiga simpulan di atas meenunjukkan bahwa program distribusi 

kekayaan di Kabupaten Pekalongan telah memiliki unsur perlindungan 

dasar, pemberdayaan ekonomi, dan pemerataan sasaran. Namun, ketiga 

unsur tersebut belum terhubung secara utuh. Kelemahan utama terletak pada 

belum jelasnya jalur peralihan dari bantuan menuju pemberdayaan, belum 

terpadunya data penerima, serta belum terbentuknya perencanaan dan 

evaluasi formal bersama antara pemerintah daerah dan OPZ. 

 

7.2. Implikasi Teoretis dan Praktis 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka penelitian ini 

memiliki implikasi teoritis dan praktis. 

7.2.1. Implikasi Teoritis 

Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan distribusi kekayaan 

Umer Chapra relevan untuk  analisis pendistribusian bantuan sosial 

pemerintah daerah  sebagai bentuk peran negara dan distribusi ZIS  sebagai 

instrumen sosial islam pada tingkat lokal. Dalam konteks penelitian ini, 

pemenuhan kebutuhan dasar, sumber penghasilan bermartabat, dan 

pemerataan distribusi merupakan tujuan yang saling terkait dan tidak 

seharusnya dipahami sebagai tahapan yang berdiri sendiri. Kuatnya 

pemenuhan kebutuhan dasar belum dengan sendirinya menghasilkan 
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kemandirian apabila penerima tidak memiliki akses menuju program 

pemberdayaan. Demikian pula, keberadaan program perlindungan dan 

pemberdayaan belum menjamin pemerataan apabila data penerima dan 

koordinasi antarlembaga masih terpisah. 

Selain itu, penelitian ini memperkuat pandangan Chapra (1992) 

bahwa peran negara dan filantropi Islam dalam distrbusi kekayaan bersifat 

dapat saling melengkapi. Pemerintah daerah memiliki kekuatan dalam 

cakupan program, kewenangan kebijakan, dan pengelolaan data 

administratif. OPZ memiliki fleksibilitas penyaluran, kedekatan dengan 

komunitas, dan kemampuan merespons kebutuhan tertentu secara lebih 

cepat. Hal ini dapa terwujud jika keselarasan bukan hanya pada tataran 

tujuan saja namun diwujudkan dalam kerangka operasional yang solid 

antara pemerintah daerah dan OPZ di Kabupaten Pekalongan.  

7.2.2. Implikasi Praktis 

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten 

Pekalongan penguatan penyaluran bantuan sosial dan ZIS tidak cukup 

dilakukan melalui penambahan program atau anggaran. Persoalan yang 

lebih mendasar terdapat pada keterhubungan data, koordinasi antarlembaga, 

mekanisme rujukan, dan pendampingan penerima. Pemerintah daerah 

memiliki kekuatan pada cakupan, data, dan perlindungan sosial, sedangkan 

OPZ memiliki kekuatan pada fleksibilitas, kedekatan komunitas, dan 

respons terhadap kebutuhan lapangan. Karena itu, dalam pengentasan 
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kemiskinan ekstrem pemerintah daerah dan OPZ memiliki potensi kuat 

untuk saling melengkapi. 

7.2. Saran 

Berdasarkan simpulan dan implikasi penelitian, saran yang diajukan 

bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Organisasi Pengelola Zakat dan 

Peneliti selanjutnya. 

7.2.1. Bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan 

Adapun saran bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan, sebagai berikut : 

1. Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui TKPK perlu 

mengembangkan forum koordinasi yang tidak hanya berfungsi 

sebagai ruang evaluasi, tetapi juga digunakan untuk menyusun 

rencana teknis bersama, memetakan sasaran, membagi peran, dan 

menindaklanjuti hasil program. 

2. TKPK perlu memfasilitasi pemadanan data penerima antara 

perangkat daerah dan OPZ secara berkala. Pemadanan dilakukan 

dengan tetap memperhatikan kewenangan lembaga, kriteria asnaf, 

dan perlindungan data pribadi penerima manfaat. 

3. Pemerintah daerah perlu menyusun mekanisme rujukan yang 

menghubungkan perangkat daerah, TKSK, pemerintah desa, dan 

OPZ. Mekanisme tersebut dapat memuat jenis kebutuhan yang dapat 

dirujuk, lembaga tujuan, dokumen yang diperlukan, serta pencatatan 

tindak lanjut. 

4. Program bantuan langsung perlu dihubungkan secara lebih jelas 

dengan program peningkatan pendapatan. Penerima yang kondisi 
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dasarnya telah relatif stabil dapat diarahkan menuju pelatihan, 

bantuan alat produksi, akses kerja, atau program usaha sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhannya. 

5. Praktik PPA dapat diperluas secara bertahap pada desa prioritas. 

Hasilnya digunakan sebagai bahan penyempurnaan data, penentuan 

kebutuhan, dan evaluasi program. 

7.2.2. Bagi Organisasi Pengelola Zakat 

Adapun saran bagi Organisasi Pengelola Zakat , sebagai berikut : 

1. BAZNAS, LAZISMU, dan LAZISNU perlu menyusun ringkasan data 

penerima dan program dalam format yang memungkinkan pertukaran 

informasi dengan pemerintah daerah tanpa mengabaikan ketentuan 

syariah dan kerahasiaan data. 

2. OPZ perlu memperkuat pendampingan pada program pemberdayaan. 

Penyaluran modal atau peralatan usaha sebaiknya diikuti dengan 

penilaian kesiapan penerima, pendampingan teknis, pencatatan 

perkembangan usaha, dan evaluasi berkala. 

3. OPZ perlu mengembangkan indikator keberhasilan yang tidak hanya 

didasarkan pada jumlah penerima atau dana yang disalurkan, tetapi 

juga pada keberlanjutan usaha, perubahan pendapatan, penguatan aset 

produktif, dan perkembangan kemandirian mustahik. 

4. LAZISMU dan LAZISNU perlu meningkatkan komunikasi program 

dengan pemerintah daerah, TKSK, dan pemerintah desa agar 
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kontribusi jaringan komunitasnya dapat lebih terbaca dalam pemetaan 

program tanpa kehilangan kemandirian kelembagaan. 

5. OPZ dapat memperkuat pembagian wilayah atau jenis program 

berdasarkan keunggulan masing-masing lembaga. Langkah tersebut 

diperlukan agar program tidak terkonsentrasi pada penerima atau 

wilayah tertentu dan dapat menjangkau kelompok yang belum 

memperoleh bantuan. 

7.2.3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Adapun saran bagi Penelitian selanjutnya, sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya perlu melibatkan penerima manfaat yang lebih 

beragam dari beberapa desa dan jenis program agar pengalaman 

penerima dapat dianalisis secara lebih luas. 

2. Pendekatan kuantitatif atau metode campuran dapat digunakan untuk 

mengukur perubahan pendapatan, aset produktif, konsumsi rumah 

tangga, keberlanjutan usaha, serta perubahan status kemiskinan 

setelah menerima program. 

3. Penelitian lebih mendalam diperlukan untuk menilai proses graduasi 

dan keberlanjutan program pemberdayaan dalam jangka waktu yang 

lebih panjang. 

4. Penelitian komparatif antar daerah dapat dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana variasi hubungan antara pemerintah daerah dan OPZ 

memengaruhi keterpaduan data, pembagian peran, dan pemerataan 

distribusi. 
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